
BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 50 TAHUN 2O2I

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
PADA BADAN PEI{YELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

DI KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PEI{YAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,
Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya peranan tenaga kerja

dalam perkembangan pembangunan daerah dan imakin
meningkatnya penggunaan teknologi di berbagai sektor
kegiatan usaha dapat mengakibatkan semakin tinggi risikoyang mengancarn keselamatan, kesehatan dan
kesejahteraan tenaga keq'a, sehingga perlu upaya
peningkatan perlindungan tenaga keq.a di Kabupaten Aceh
Utara;

b. bahwa perlindungan tenaga kerja yang melakukan
peke{aan baik dalam hubungan kerja maupun di luar
hubungan keg'a melalui program jaminan sosial tenaga
kerja, selain memberikan ketenangan kerja juga mempunyai
dampak positif terhadap usaha_usafra peningkatan disipfin
dan produktivitas tenaga kerja;

c. bahwa pemberi Kerja secara bertahap wqrib mendaftarkan
dirinya dan pekeq'anya sebagai peserta kepada BpJS sesuai
dengan program Jaminan Sosial yang diikuti sebagaimana
dimaksud dalam pasal 15 Undang_Undang Nomor 24 tahun
2011 tentang Badan penyelenggara Jaminan Sosial dan
Intruksi presiden Nomor 2 Tahun 2o2r tentang optimalisasi
Pelaksanaan program Jaminan sosiar Ketenagakerjaan serta
untuk-menjamin perlindungan kepada pekerja di iabupaten
Aceh Utara perlu diatur dalam produk hukum daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Aceh Utara tentang penyelenggaraan
program Jaminan Sosial Ketenagakeq.aan iada 

*Badan
penyelenggara Jaminan Sosial Xetenagaierjaan di
Kabupaten Aceh Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentangpembentukan Daerah Otonom Kabupaten_Kabupaten datamLingkungan Daerah propinsi Sumatera Utara 1t -Ua.".,Negara Republik Indonesia Tahun 1956 N;_;; 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1092);
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2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2OO3 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 4O Tahun 2O04 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Iembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 1l Tahun 2OO9 tentang
Kesejahteraan Sosial (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor L2., Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4967);

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2Ol1 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O1l Nomor 116, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ot4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentalg Pemerintahan Daerah
(t embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
s67el;

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor
20, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
3520) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013
tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program
Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 229, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5472);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata.
Cara Hubungan Antar l,embaga Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Ketenagakedaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
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